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ABSTRAK  

 

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 
(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog  

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) 
 

 

Oleh:  

RAFFI DESANTO  

NPM. 1502090170 

 

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta 

dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka 

sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. 

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung 

antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataanya 

beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam 

membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Islam mensyari‟atkan jual beli 

dengan wakil karena manusia membutuhkannya, hal ini sering disebut dengan 

makelar (samsarah), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan 

barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual beli. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Makelar dalam Jual Beli 

Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Motor Bekas 

Dhika Motor Desa Jojog  Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat 

penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi.  Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif 

dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik makelar dalam jual beli 

motor bekas di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana sesuai dengan hukum 

ekonomi syariah. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. 

Tidak sesuai dengan prinsip islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang 

makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya 

yang sebelumnya sudah disepakati,  menutupi cacat barang maupun kerusakan 

yang terjadi dalam motor bekas. Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum 

ekonomi islam dan bertentanagan dengan akad ijarah , syarat-syarat makelar , 

prinsip-prinsip makelar, Al-Quran dan Sunnah. 
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MOTTO  

 

 

 

                        

                           

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-

Nisaa‟: 29)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar 

harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan 

secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki 

harta tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang 

sebagai pengganti barang tersebut.
2
  

Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari 

laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keIslaman dalam 

setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Jual beli dalam 

praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, 

menghindari kemudaratan dan tipu daya, sebaiknya justru dapat 

mendatangkan kemaslahatan, dalam ajaran Islam, seorang muslim di dalam 

melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual 

beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.  

Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh 

merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas 

dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan, dalam Al-Quran Surat 

An- Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan 

prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. 

                                                 
2 Imam Mustofa, Kajian Fikih Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 69 
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Selain itu dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa setiap 

orang yang melakukan transaksi jual beli diharamkan untuk mengambil riba, 

dengan demikian setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan 

hukum atau norma jual beli tersebut. 

Riba secara terminlogi merupakan kelebihan atau tambahan bayaran 

tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua 

orang ang membuat akad (transaksi).
3
 

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara 

langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada 

kenyataanya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang 

perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin 

meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang 

perantara juga menjadi sangat penting, karena masih banyak orang yang tidak 

pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual 

atau  membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau 

berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. 

Islam mensyari‟atkan jual beli dengan wakil karena manusia 

membutuhkannya, hal ini sering disebut dengan makelar (samsarah), yaitu 

perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan 

pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual 

beli.
4
 Makelar juga disebut sebagai seseorang yang menjualkan barang orang 

                                                 
3
 Suhairi, Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: Idea Press), 64 

4
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2003), 289 
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lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang 

sesuai dengan usahanya.
5
 Makelar bertugas untuk meyalurkan kepentingan 

antara pihak penjual dan pembeli. Makelar (samsarah) merupakan profesi yang 

banyak menfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, 

dan bagi makelar sendiri. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan 

barang (kendaraan bermotor) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran 

harga, sampai pada perolehan harga dari hasil negosiasi transaksi jual beli 

kendaraan bermotor, dengan menerapkan  prinsip syariah, makelar akan mampu 

meyakinkan calon mitranya bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah aman, 

jujur dan tanpa riba sesuai dengan ajaran Islam. 

Akad yang digunakan dalam praktik makelar jual beli motor bekas adalah 

akad ijarah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, ijarah adalah 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran , atau bias disebut 

juga dengan upah mengupah barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran. 

Berdasarkan informasi yang didapat pada Survey yang dilakukan di 

Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur diperoleh informasi bahwa pihak makelar di 

showroom tidak dapat bertanggungjawab apabila motor sudah dibeli dan 

sudah dibawa pulang oleh pembeli. Hal ini dikarenakan pada saat akad 

perjanjian jual beli dilakukan sudah dicek sendiri oleh pembeli tersebut.
6
 

                                                 
5
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85 

6
 Bapak AW, pedagang motor second di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 01 Agustus 2019.  
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Selain informasi dari penjual, peneliti juga mendapatkan informasi dari 

pembeli bahwa sepeda motor second yang dibeli dari penjual setelah dibawa 

pulang ternyata terdapat kerusakan yang tidak terlihat atau terdeteksi pada saat 

perjanjian jual beli dilakukan. Hal ini tentu merugikan pembeli, namun pada 

saat dimintai pertanggungjawaban dari pihak makelar maupun penjual, 

keduanya tidak dapat bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi setelah 

barang yang dibeli dibawa pulang oleh pembeli dan berdalih bahwa motor 

yang dibeli sudah dicek sendiri oleh pembeli pada saat jual beli dilakukan.
7
  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Praktik 

Makelar Jual Beli Motor Bekas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”. 

B. Pertanyaan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, supaya 

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana praktik makelar dalam 

jual beli motor bekas presfektif hukum ekonomi syariah  di showroom motor 

bekas Dhika Motor Desa Jojog  Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

                                                 
7
 Bapak MA, pembeli motor second di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 01 Agustus 2019. 
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Berdasarkan  pertanyaan masalah  di atas maka  diperoleh tujuan 

dalam penelitan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Makelar 

Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

DiShowroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog  Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan di bidang Jual beli. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap praktik makelar 

terhadap jual beli motor bekas di Dikha Motor Jojog Pekalongan 

Lampung Timur.  

D. Penelitian Relavan  

Berdasarkan penelusuran yang peneliti temukan terhadap karya ilmiah   

(skripsi) yang terdahulu bahwa yang membahas tentang jual beli motor bekas, 

meski tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik 

singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut:  

1. Rara Betharia Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, yang membahas tentang “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi 
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Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”
8
 Penelitian ini 

mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar, 

jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor 

melalui makelar ditinjau dari hukum Islam, serta proses penyelesaian 

sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli 

atau penjual. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data 

pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data 

penandaan dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum 

Islam memperbolehkan profesi makelar (samsarah), berdasarkan QS. 

Yusuf ayat 72 upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar 

adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, 

sehingga hukumnya mubah. Profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis 

akad yaitu Ijarah dimana makelar menjadi profesi yang disewa tenaganya, 

Jualah, yaitu pemberian upah karena makelar telah mengerjakan 

pekerjaannya dan Wakalah, yaitu makelar bertindak sebagai wakil dalam 

transaksi jual beli. Akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah 

akad Wakalah karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan 

                                                 
8
 Rara Betharia, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor 

Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi 
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mekanismenya sesuai dengan cara kerja makelar secara konvensional. 

Selanjutnya apabila terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak 

pembeli atau penjual dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu diluar 

pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah Islah dan 

yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi). 

Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai 

praktik makelar jual beli motor bekas. Tetapi pada skripsi tersebut di atas  

lebih membahas tentang kedudukan makelar sebagai perantara jual beli 

kendaraan bermotor , sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana 

praktik jual beli yang dilakukan makelar berdasarkan pandangan Hukum 

Islam dan studi kasus penelitian. 

2. Robi Fermando Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Metro , yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum 

Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat 

Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas. di Kota Metro”
9
 Dalam 

penelitian ini peneliti melihat praktek hubungan kerja antara makelar dan 

pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad 

ijarah. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah 

satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena 

makelar telah diberi ujroh atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan 

oleh pihak pembeli dan penjual motor bekas. 

                                                 
9
 Roby Fermando, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung 

Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Beka”. Skripsi 
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Sementara itu, dalam hukum positif tanggung jawab makelar 

dilihat dari asas pacta sunt servanda dalam perjanjian. Artinya, tanggung 

jawab makelar dilihat dari isi ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual 

beli motor bekas. Makelar bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak 

yang melakukan wanprestasi karena pembukuan seorang makelar 

mempunyai kekuatan pembuktian khusus sebgaimana yang diatur dalam 

pasal 68 KUHD.  Dalam pembahasan ini terdapat kesamaan dengan 

peneliti yaitu kegiatan jual beli motor bekas melalui makelar dan terdapat 

perbedaan dalam pembahasan yang berfokus pada tinjauan tanggung 

jawab makelar apabila terjadi wanprestasi dan studi kasus penelitian serta 

objek kajiannya. 

3. Hermansyah Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Palangkaraya , yang membahas tentang “ Praktik Makelar Jual Beli 

Mobil Bekas Di Showroom Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah )” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli mobil 

bekas melalui jasa makelar yang mulai marak dimasyarakat yang mana 

dalam hal ini di Showroom Dira Motor Palangka Raya, namun dalam 

praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan 

informasi dan memberikan pelayanan kepada konsumen seperti tidak 

bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan 

kemanfaatan kepada konsumen sehingga konsumen merasa perlunya 

perlindungan yang diberikan oleh makelar. Oleh karena itu perlunya sebuah 

penelitian terhadap permasalahan tersebut khususnya mengenai 1) Praktik 
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makelar jual beli mobil bekas di showroom Dira Motor Palangka Raya 2) 

Praktik Makelar jual beli mobil bekas di showroom Dira MotorPalangka Raya 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai praktik 

makelar jual beli mobil bekas di showroom Dira Motor. Subjek dalam 

penelitian ini adalah 3 orang Makelar dengan tambahan 2 informan dari 

Showroom Dira Motor dan konsumen. Untuk pengabsahan data yang 

digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis 

melalui tahapan collection, reduction, display dan conclusions. 

Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami 

bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai 

praktik makelar dan dalam presfektif hukum ekonomi syariah namun 

pendekatan yang digunakan dalam skripsi berbeda.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan  Makelar 

1. Pengertian Makelar 

Makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti 

perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual-beli.
10

  Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan 

pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, 

untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa 

pekerjaannya.
11

 

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang 

menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan 

transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan 

pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk 

jasa maupun berbentuk barang.
12

  

Secara umum pengertian makelar/samsarah adalah perantara 

antara makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, 

pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya tansaksi jual-beli dengan 

upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan 

                                                 
10 Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta:  CV Haji  Masagung, 1993), 122. 
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Kedua, (Jakarta:  Balai Pustaka, 1991), 618. 

12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, (Bandung:  PT al-Ma‟arif, 1996), 15. 
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simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan 

upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.
13

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makelar adalah 

pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah 

penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. 

2. Dasar Hukum 

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan 

harus jelas. Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih 

dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya, kalau 

nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di hadapan 

notaris. Makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi 

kemungkinan penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan 

jalan haram sebagaimana firman Allah:
14

  

                       

                      

       

 

 

                                                 
13

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ( Jakarta:  PT Raja Grafindo 
Persada, 2004), 289. 

14 Ibid., 290 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisaa‟: 29)
15

 

 

Pada penjelasan di atas telah disinggung bahwa barang yang 

nilainya tinggi sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalannya dan 

ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kesepakatan itu sudah 

ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh ingkar 

janji., sebagaimana firman Allah:
16

 

            ... 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu... (Q.S. Al-Maidah: 1)
17

 

Akad (perjanjian) yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah 

janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia 

dalam pergaulan sesamanya.
18

  

Tidak ada alasan untuk tidak memberikan imbalan apabila 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Bahkan 

dalam salah satu hadis qudsi orang yang tidak mau memberikan imbalan 

dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:
19

  

                                                 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 65  
16 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi., 291 
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 84 
18

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi., 292 
19 Enizar, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41 
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وُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ اللَّوُ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِي اللَّوُ عَنْ 
تَ عَالََ ثَلاثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أعَْطَى بِ ثَُُّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باَعَ 

 207يُ عْطِوِ أَجْرَهُ  حُرًّا فأََكَلَ ثََنََوُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتَ وْفََ مِنْوُ ولََْ 
Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda 

firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang 

yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang 

menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang 

yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, 

lalu ia tidak membayar upahnya. (H. R. Bukhari).  

 

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua 

orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan 

terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama 

Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. 

Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah 

dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan 

memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil 

bahwa imbalan merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari 

kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan imbalan sesuai 

dengan yang telah disepakati bersama.
21

 

Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa profesi makelar itu tidak 

boleh disalahgunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang 

dilarang oleh agama. Umpamanya saja menjual atau mencari narkotika 

sebagai pesanan dari orang tertentu, mencari rumah untuk tempat berjudi 

                                                 
20

 Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, Terjemah Riyadhus Shalihin, 
(Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943 

21 Ibid 
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atau tempat maksiat lainnya. Ringkasnya semua barang yang dilarang 

memperjualbelikannya, jangan melibatkan diri ke dalamnya, walaupun 

imbalannya besar. Sebab hasil yang diperoleh dari usaha yang demikian 

juga haram dimanfaatkan.
22

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan 

makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi 

ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan Islam yang 

bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, 

terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang 

syubhat (yang tidak jelas halal ataupun haramnya). Ia berhak menerima 

Imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang 

menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya, 

3. Syarat Makelar  

  Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara 

lain sebagai berikut:  

a. Persetujuan kedua belah pihak (perhatikan Al-Qur'an surat an-Nisa 

ayat 29) Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan 

berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak 

harus menyetujui atau sepakat, tanpa adanya unsur paksaan,  ataupun 

penipuan.  

                                                 
22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi., 292 
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b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan 

oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. 

c. Objek akad bukan hal-hal yang haram. Objek akad merupakan sesuatu 

yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 

dan undang-undang. 

d. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika 

dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya.
23

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sahnya makelar 

pada dasarnya sama dengan syarat sahnya ijarah, yaitu: persetujuan kedua 

belah pihak, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

diserahkan, objek akad bukan hal-hal yang haram, dan barang yang 

dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad. 

4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Makelar 

Tanggung jawab makelar di antaranya yaitu sebagai berikut:  

a. Dalam perjanjian jual beli atas contoh, makelar harus menyimpan 

contoh  itu pada saat perjanjian telah dilaksanakan seluruhnya.
24

  

b. Dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, mekelar 

harus menanggung sahnya tanda tangan penjual, agar pembeli tidak 

merugi disebabkan debitur wesel tidak mau membayar wesel karena 

tanda tangan penjual (andosan) itu palsu.
25

 

                                                 
23

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 65 
24

 Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
25 Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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Kewajiban makelar antara lain yaitu sebagai berikut:  

a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, 

setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas 

tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, 

penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang 

dijanjikan.
26

 

b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan 

tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang 

diadakan.
27

 

c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. 

Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan 

surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam 

surat-surat tersebut.
28

 Pada pasal 68 dijelaskan sebagai berikut: 

pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian 

khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan 

bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang 

makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi 

ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.
29

 

                                                 
26 Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
27

 Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
28

 Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
29 Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab 

kewajiban makelar pada intinya dilaksanakan untuk digunakan sebagai 

alat bukti yang kuat dan agar praktik pemakelaran tersebut terselenggara 

dengan baik dan benar.  

5. Prinsip Makelar 

Prinsip-prinsip  makelar antara lain sebagai berikut:   

a. Jujur dan Amanah  

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat 

keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. 

Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam 

menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk 

kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon 

pembeli. 

b. Beritikad baik  

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam 

memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak 

melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syuhbat (tidak 

jelas halal atau haramnya). 

b. Kesepakatan bersama  

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan 

kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya. 

c. Al-muwanah (kemitraan)  
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Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik 

dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar haru dapat menjadi 

orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut, sehingga dapat 

tercipta suatu perjanjian yang aman.
30

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip 

makelar yang baik harus memiliki dilaksanakan dengan dilandasi sifat 

jujur dan amanah, beritikad baik, dilakukan atas kesepakatan bersama, dan 

dilaksanakn eklalui al-muwanah (kemitraan). 

6. Upah Bagi Makelar 

Wakil itu boleh diberi upah, namun besar kecilnya upah harus 

ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh wakil. Atau 

berdasarkan presentase harga penjualan tersebut. Al Bukhari mengatakan 

dalam kitab sahihnya bahwa Ibn Sirin, „atha‟, Ibrahim, dan al Hasan 

menganggap tidak salah kalau seorang wakil itu mengambil upah. Dan 

begitu juga Ibnu Abbas ia berkata tidak ada salahnya kalau pemberi kuasa 

berkata kepada penerima kuasa atau wakil.
31

  

Jika ijarah itu suatu peerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah yaitu 

ketika pekerjaan selesai. Diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw 

bersabda: 

                                                 
30 Rara Berthania, “Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor 

Ditinjau Dari Hukum Islam”, dalam  http://digilib.unila.ac.id/27042/, diakses pada tanggal 05 
Agustus 2019 

31
 Hermansyah, “Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor 

Palangka Raya”, Skripsi, dalam http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1127/, diakses pada tanggal 
30 Oktober 2019.  

http://digilib.unila.ac.id/27042/
http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1127/
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فَّ عَرَقوُُ )رواه ابن ماجو عن ابن عمر( رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أنَْ يََِ  أعُْطُوا اْلَأجِي ْ
Artinya:“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” 

(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)
32

 

Maksud dari hadits di atas adalah ungkapan tentang wajibnya 

bersegera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai 

bekerja, walaupun ia tidak meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau 

berkeringat tapi sudah kering.
33

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila pekerja 

itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya, maka yang memberikan pekerjaan wajib membayarkan 

upahnya.  

7. Makelar yang dilarang 

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam 

yaitu:  

a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan 

terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual 

dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan 

pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.  

                                                 
32

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015), 

241 
33 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124 
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b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan 

sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu 

penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan 

barang yang akan dijual.
34

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyebab 

pemakelaran yang tidak diperbolehkan pada dasarnya yaitu apabila 

pemakelaran tersebut menyebabkan kemudharatan yang diterima bagi 

kedua belah pihak.  

B. Akad dalam Jual Beli Motor Bekas 

Akad yang digunakan dalam jual beli motor bekas melalui makelar 

dalam kajian fikih Islam adalah akad ijarah. Selengkapnya mengenai ijarah 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pengertian Akad Ijarah  

Ijarah menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap 

suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi‟i, ijarah 

adalah  “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfatkan, 

dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan 

Hanbaliyah, ijarah adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan 

dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.
35

 

Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam 

ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al-

                                                 
34

 Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 
2004), 124 

35 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi., 227-228 
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ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah 

syari‟i. Al-ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
36

 

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (ujrah) adalah suatu 

akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya 

membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat 

tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang 

melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.
37

 Menurut Idris 

Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah 

(ujrah) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
38

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah 

tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja 

dari yang menyewakan pada penyewa. Upah atau ujrah adalah imbalan 

yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas 

manfaat yang dinikmatinya. 

2. Dasar Hukum Ijarah  

                                                 
36

 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153 
37

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), 333 
38 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155 
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Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan 

Al-Qur‟an, As-Sunah, dan Ijma‟.
39

 Landasan hukum tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’an  

1) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6 

...             ... 

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”  

(Q.S. Ath-Thalaq: 6)
40

 

Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu seorang dianjurkan 

untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa 

kepadanya, dalam hal ini yaitu makelar yang mencarikan sepeda 

motor. 

2) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27 

                       

                        

                       

                    

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

                                                 
39

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123 
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 446 
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bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 

tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati 

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)
41

 

 

Ayat di atas menjelaskan terjadinya perjanjian upah untuk 

mendapatkan sesuatu dengan adanya imbalan, guna menolong 

orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai contoh: 

Nabi Musa mengawini dengan salah seorang anak perempuan Nabi 

Syu‟aib AS atas janjinya mau bekerja selama delapan tahun 

sebagai maharnya. Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu sama-

sama pemberian upah yang dilakukan oleh seseorang atas 

pekerjaan yang telah dilakukan, dalam hal ini yaitu makelar yang 

mencarikan sepeda motor. 

b. As-Sunnah 

1) Hadis Abu Hurairah  

هُمَا، قاَلَ: احْتَجَمَ النَّبُِّ صَلّى اللهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
امَ أَجْرهَُ عَلَيْوِ وَسَلّمَ، وَأعَْطَى الَْ   جَّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW 

berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu 

upahnya.” (H.R. Al-Bukhari)
42

 

2) Hadis Ibnu „Umar  

                                                 
41

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 310 
42

 Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, Mukhtashar Shahih Al-

Bukhari, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 437 
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 :وَسَلّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّو صَلّى الُله عَلَيْوِ 
فَّ عَرَقُوُ   أعَْطُوا الَأجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أنَْ يََِ

Artinya: “Dari Ibnu “Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).
43

 

c. Ijma’  

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 

dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
44

 hal tersebut dikarenakan 

masyarakat sangat membutuhkan akad ini.
45

 Tidak ada seorang ulama 

pun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa 

orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak 

dianggap.
46

 

Berdasarkan uraian landasan ijarah dari ayat al-Qur‟an, As-

Sunnah, dan ijma‟ di atas, dapat dipahami bahwa akad ijarah hukumnya 

dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.  

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 

a. Rukun Ijarah 

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu sebagai 

berikut:  

1) „Aqid, yaitu mu‟jir (pekerja) dan musta‟jir (pemberi upah)  

2) Shighat akad, yaitu ijab dan qabul.  

                                                 
43 Imam An-Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515 
44

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah., 124 
45

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat., 320 
46 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah., 117 
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3) Ujrah (upah), dan  

4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja
47

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun ijarah 

meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. 

Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad ijarah, maka 

dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.  

b. Syarat Ijarah  

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini 

juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:  

1) Syarat terjadinya akad (syarat in‟iqad) 

Syarat yang berkaitan dengan „aqid adalah berakal, dan 

mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut 

Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad ijarah tidak 

sah apabila pelakunya (mu‟jir dan musta‟jir) gila atau 

masih di bawah umur.  

2) Syarat Kelangsungan Akad (Nafadz) 

Untuk kelangsungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan 

terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si 

pelaku („aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau 

kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh 

fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan 

menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya mauquf 

(ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. 

Akan tetapi menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah hukumnya 

batal, seperti halnya jual beli. 

3) Syarat Sahnya Ijarah 

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual 

beli 

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak 

menimbulkan perselisihan 

c) Objek akad ijarah harus dapat diipenuhi, baik menurut 

hakiki maupun syar‟i 

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang 

dibolehkan syara‟ 

                                                 
47 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat., 321 
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e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan 

kewajiban orang  yang disewa (ajir) sebelum 

dilakukannya ijarah. 

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari 

pekerjaannya untuk dirinya sendiri. 

g) Manfaat maqud „alaih harus sesuai dengan tujuan 

dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. 

4) Syarat mengikatnya akad ijarah (syarat luzum) 

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat 

b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan 

akad ijarah.
48

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat ijarah di 

atas merupakan persyaratan sahnya suatu ijarah. Syarat di atas apabila 

tidak terpenuhi, maka akad ijarah dianggap rusak atau batal. 

4. Wakalah   

Wakalah secara etimologi yang berarti al-hifdh pemeliharaan, al-

Tafwidh penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan 

secara terminologi wakalah adalah pemberi kewenangan/ kuasa kepada 

pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) 

secara syar‟i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang 

ditentukan.
49

 

Para ulama memberikan definisi wakalah yang beragam, 

diantaranya yaitu: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah, 

seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). 

Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah bahwa wakalah 

                                                 
48

 Ibid., 321-329 
49 Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal 171 
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adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan 

ketika hidupnya.
50

 

Hal kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 

bahwasannya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk 

mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPer mengenai wakalah terdapat dalam 

Buku III, Bab VIII pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi 

kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada 

orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama 

orang yang memberikan kuasa.  

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakil) itu dapat 

secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena 

satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang 

mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakil) 

itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti 

orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang 

lain. Contoh wakalah seperti seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada 

pengacaranya.
51

 

 

 

 

  

                                                 
50 Isnawati Rais dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hal 179 
51

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2010), hal 187 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, 

Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian 

yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di 

lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.
52

 

Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan 

data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam 

suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat 

dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat 

catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis 

dalam berbagai cara.
53

 

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian 

yang diperoleh di lapangan yaitu di Showroom Motor Bekas Dhika Motor 

Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). 

                                                 
52

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 96 
53

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), h26. 
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2. Sifat Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. 

Moleong, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian”.
54

 

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif.  “Penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan 

pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”
55

  Menurut Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi”.
56

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana praktik makelar 

dalam jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa 

Jojog Kecamatan Pekalogan Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum 

ekonomi syariah.  

B. Sumber Data 

Sumber dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat keluar atau 

asal.
57

 Sedangkan data dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kenyataan yang 
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55

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian., 97 
56

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 44 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), 1551  



30 

 

ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; 

keterangan  yang benar; pengumpulan untuk memperoleh keterangan; 

keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.
58

  

Dalam buku metode penelitian kualitatif  Lexy J. Moleong sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan atau data 

primer, selebihnya adalah data tambahan data sekunder.
59

 Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data 

yang dimaksud ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber-sumber asli dan dikumpulkan sepesial untuk tugas 

tertentu.
60

 Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.
61

 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pemilik Showroom 

Dhika Motor dan Beberapa Konsumen Dhika Motor, dan Beberapa 

Makelar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab 
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59

 Lexy J.  Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  

2009), h.6 
60

 Mustopa Marlin Baturaja, Metode Penelitian Sosial Ekonomi ,(Palembang: Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2011),109 
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harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari 

berbagai instansi pemerintah.
62

 

Data-data  sekunder  dalam penelitian ini diperoleh dari buku 

sebagai berikut:  

a. Dimyauddin Djuwaini. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015.  

b. Hendi Suhendi. Fiqh Mu‟amalah. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 

2010.  

c. Imam Mustofa. Fiqih Mu‟amalah Kontemporer. Yogyakarta:  Kaukaba 

Dipantara, 2014 

d. M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.  Jakarta:  PT 

Raja Grafindo Persada, 2004.  

e. Rachmat Syafe‟i. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
63

 Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang 

diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh 

                                                 
62

 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143 
63
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informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu”.
64

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wawancara 

adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang 

narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan 

untuk memperoleh data dari narasumber, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur
65

. Penelitian ini 

menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu pokok-pokok masalah 

yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat 

terjadinya wawancara
66

. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Asep 

selaku Pemilik Showroom Dhika Motor, Bapak Edi (konsumen), Ibu 

Sulastri (konsumen), Bapak Parjo (makelar), Bapak Apri (makelar), dan 

Bapak Dedi (makelar).  

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai 

hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku , agenda , dan 

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

Praktik Makelar Jual beli Motor Bekas Dalam Presfektif Hukum Ekonomi 

Syariah ( Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog 

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

                                                 
64

 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

180 
65

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., 73 
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D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
67

 Analisis data yang digunakan adalah analisa data 

kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau 

ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.
68

 

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta 

atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi 

yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis.
69

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari 

informasi mengenai praktik makelar jual beli motor bekas menurut pandangan 

Islam di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 
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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Tentang Dhika Motor  

1. Sejarah Dhika Motor  

Showroom Dhika motor merupakan tempat jual beli mobil bekas 

yang cukup terkenal di desa jojog, walaupun Showroom Dhika Motor 

bukan merupakan Showroom yang dapat dikategorikan Showroom yang 

besar namun banyak penjual dan pembeli yang melakuan transaksi di 

Dhika Motor tersebut, dengan fakta yang dibuktikan di lapangan. 

Showroom Dhika Motor beralamat di Desa Jojog Rt 18 Rw 07 Kecamatan 

Pekalongan  Kabupaten lampung timur. Showroom yang dimiliki oleh 

bapak asep ini mulai beroperasi pada tahun 2012 seiring berjalannya 

waktu showroom milik Bapak Asep ini sudah berjalan selama 7 tahun dan 

berkembangnya usaha yang beliau geluti membuat Showroon tersebut 

menjadi ramai diminati.   

Showroom Dhika Motor beraktifitas setiap hari dari hari senin 

sampai minggu yang dibuka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.30 

WIB. Showroom Dhika motor memiliki prinsip kekeluargaan yang sangat 

kuat dengan artian pegawai hanya dalam lingkup garis keluarga saja, 

bukan berarti pihak Showroom tidak terbuka terhadap usahanya namun 

lebih bertujuan kepada menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan 

menjaga rasa kepercayaan dalam menjalankan usahanya. 
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2. Letak Geografis Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur 

 

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di 

Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. 

Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 105°15' 

sampai dengan 106°20' Bujur Timur dan 4°37' sampai dengan 5°37' 

Lintang Selatan dengan batas wilayah:  

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah  

b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Metro Timur, Kota 

Metro  

c. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Batanghari Nuban  

d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Batanghari 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur (2012), 

Kecamatan Pekalongan mempunyai luas wilayah 10.012, 81 Ha atau 100, 

13 km2, dengan ketinggian wilayah 29 m di atas permukaan laut. 

Mayoritas penduduk di Kecamatan Pekalongan beragama Islam. Ibukota 

Kecamatan Pekalongan berkedudukan di Desa Pekalongan dengan jumlah 

penduduk sekitar 45.578 jiwa. Wilayah Kecamatan Pekalongan memiliki 

10 (sepuluh) desa, yaitu: Adirejo, Gondang Rejo, Siraman, Pekalongan, 

Tulus Rejo, Jojog, Gantiwarno, Kali Bening, dan Wonosari . 

Jumlah keadaan sosial dan keadaan ekonomi Desa Jojog 

Kecamatan Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2. 
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Tabel 4.1.  

Keadaan Sosial
70

 

No. Uraian Jumlah Satuan Ket 

1 Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah 20 Jiwa  

2 Tamat SD/Sederajat 647 Jiwa  

3 Tamat SMP/Sederajat 1.875 Jiwa  

4 Tamat SMA/Sederajad 1.602 Jiwa  

5 Tamat S1/Sederajad 60 Jiwa  

 

Tabel 4.2  

 Keadaan Ekonomi
71

 

No. Mata Pencarian Jumlah Satuan Ket. 

1. Pertanian 1125 Jiwa  

2. Buruh/Swasta 482 Jiwa  

3. Pns 46 Jiwa  

4. Pengrajian 215 Jiwa  

5. Pedagang 150 Jiwa  

6. Peternak 302 Jiwa  

7. Montir 10 Jiwa  

8. Tni/Polri 9 Jiwa  

9. Sopir 17 Jiwa  

10. Tukang Batu/Kayu 115 Jiwa  

11. Guru Swasta 9 Jiwa  

 

Desa jojog merupakan desa yang memiliki letak yang strategis. 

Letak yang strategi ini sangat baik untuk melakukan pengembangan 

daerah pembibitan, sehingga daerah ini dapat dijangkau dengan mudah. 

Desa jojog merupakan desa yang cukup ramai karena sangat dekat dengan 

pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pekalongan. 
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B. Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Presfektif Hukum 

Ekonomi Syariah di Showroom Motor Bekas Dhika Motor 

 

Jual beli dalam Islam sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan 

manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak dalam 

melakukan aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi terdapat penjual dan 

pembeli yang terkadang membutuhkan makelar (perantara). Makelar dalam 

bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau 

perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.
72

   

Jual beli merupakan akad umum digunakan oleh masyarakat, karena 

dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk 

meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman 

misalnya, terkadang ia tidak mau memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, 

tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga 

kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.
73

  

Hukum Islam tidak mengharamkan atau tidak memperbolehkan 

praktek makelar, dikarenakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 

Hukum Islam, dan fiqh justru memberikan arahan dalam bermuamalah, hal 

yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat 

setempat mengenai pemakaian dan penggunaan jasa makelar, serta tidak ada 

cacat dan celanya sesuai dengan hukum Islam (fiqh).Kedudukan seorang 

makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang 

kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap 
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orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang 

terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar. 

Menurut Bapak Asep, mengatakan bahwa tugas dari makelar ketika 

melayani para penjual dan pembeli adalah menerima pekerjaan dari pengguna 

jasa makelar yaitu penjual dan pembeli, menanyakan barang yang dipesan 

biasanya meliputi harga, jenis, dan kualitas dari motor bekas.
74

 Dalam urusan 

ini makelar berperan aktif dan segala urusan dari pemilian kualitas motor, 

harga, sampai kesepakatan terjadinya transaksi semuanya ditangan makelar. 

Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling bertemu.   

Setelah menentukan subjek yang akan diteliti untuk dijadikan 

responden dalam penelitian ini, yaitu dengan kriteria beragama Islam dan 

cakap melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut 

sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat 

dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada 

setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan 

wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan 

dengan lancer sesuai harapan peneliti. Subjek penelitian ini adalah Pemilik 

Showroom, , Makelar yang berasal dari Showroom, dan konsumen.  

Data yang dipaparkan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan 

masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir mengenai 

Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di 

Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. 
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Sejak tahun 2015 Bapak Dedi sudah menjadi makelar, dan beliau 

hanya menjadi makelar motor bekas saja, dalam sebulan beliau menjual 

belikan motor bekas tidak tentu sekitar 4-5 motor kurang lebih. Dalam 

menjual belikan motor bekas pernah terjadi complain yang dilakukan 

konsumen tetapi itu jarang sekali terjadi hanya sesekali. Sebelum pihak 

pembeli meminta jasa dari makelar untuk dicarikan motor bekas yang diminta. 

Seorang makelar tersebut sudah terlebih dahulu tahu tentang informasi 

mengenai motor bekas dari seorang penjual yang akan memasarkan motor 

bekasnya. Dengan cara pihak penjual terlebih dulu menghubungi makelar, hal 

ini bila yang meminta lebih dulu datang dari penjual. Penjual adalah pihak 

yang memiliki motor bekas.
75

 

Selanjutnya Bapak Apri, beliau sudah menjadi makelar sekitar 3 tahun 

yaitu sejak 2016, dan tidak hanya menjadi makelar motor bekas saja tetapi 

motor yang masih baru juga, dalam sebulan beliau menjual belikan motor 

bekas tidak tentu sekitar 5-6 motor kurang lebih. Dalam menjual belikan 

motor bekas pernah terjadi complain yang dilakukan konsumen tetapi itu 

jarang sekali terjadi hanya sesekali. Menurutnya, upah makelar atas jasanya 

dalam mencarikan motor bekas, ketika makelar sudah menjalankan 

pekerjaannya dan seorang pemesan sudah mendapatkan motor bekas tersebut 

dari jasa makelar maka, hak seorang makelar adalah mendapatkan upah atas 

jerih payahnya dari seorang penjual dan pembeli.
76
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Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu makelar gagal atau 

tidak mendapatkan motor bekas, maka makelar itu tidak mendapatkan upah 

walaupun ia sudah mencari kesana kemari. Jika saat awal sudah ada patokan 

harga, maka seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya 

lebih tinggi dari harga awal.
77

 Dengan maksud makelar mencari untung dalam 

transaksi dan sebagai upah makelar.Yang demikian hanya diketahui oleh 

pihak penjual dan makelar.  

Apabila di awal perjanjian tidak ada patokan harga, maka upah seorang 

makelar diberikan ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli 

untuk menjual dan membeli motor bekas yang ditransaksikan Bahkan, 

makelar bisa mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli sekaligus. 

Makelar bisa mendapat komisi atau upah dari tiga sumber yakni dari penjual, 

pembeli dan dari pengambilan untung hasil penjualan motor bekas tadi.
78

 

Tetapi terkadang penjual tidak memberi upah lagi kepada makelar kalau si 

penjual sudah mematok harga pas.  

Oleh sebab itu, makelar juga harus jeli dan cermat dalam menjualkan 

motor bekas. Praktik yang terjadi dilapangan sang pembeli atau penjual yang 

menggunakan jasa makelar terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan 

menggunakan jasa seorang makelar, kemudian menentukan kesepakatan upah 

utuk jasa seorang makelar. Jika makelar sudah menjalankan tugasnya dan 

mendapatkan apa yang telah disepakati maka seorang makelar tadi mendapat 

upah dari pembeli atau penjual.  
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Sedangkan menurut bapak Asep, ia mengatakan kalau makelar itu 

tugasnya hanya menjadi perantara, jadi secara teknis mekanismenya sang 

penjual itu mempunyai lapak sendiri dan kemudian kalau motor bekasnya 

tidak laku barulah meminta jasanya dari makelar untuk memasarkan motor 

bekasnya. Kalau soal komisi diberi persenan, tetapi sebelum terjadi 

kesepakatan untuk dipasarkan oleh makelar, penjual tersebut sudah mematok 

harga pas, kalau bisa menjual lebih dari harga yang diberikan oleh penjual tadi 

selebihnya buat makelar. Alasan Bapak Asep menggunakan jasa makelar agar 

motornya cepat terjual, karena seorang makelar itu berkeliling mencari 

pembeli sedangkan penjual hanya berdiam diri menunggu motornya di 

showroomnya.
79

  

Menurut Bapak Edi dan Ibu Sulastri, beliau mengatakan pernah 

membeli motor bekas melalui seorang makelar, dalam hal ini Bapak Edi dan 

Ibu Sulastri tidak mengetahui penjual tersebut, dan mereka memberikan 

tambahan fee untuk makelar. Selanjutnya mengatakan bahwa tugas dari 

makelar ketika melayani para penjual dan pembeli adalah menerima pekerjaan 

dari pengguna jasa makelar yaitu penjual dan pembeli, menanyakan barang 

yang dipesan biasanya meliputi harga, jenis, dan kualitas dari motor bekas. 

Dalam urusan ini makelar berperan aktif dan segala urusan dari pemilian 

kualitas motor, harga, sampai kesepakatan terjadinya transaksi semuanya 

ditangan makelar. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling bertemu.
80

 

Dalam hal ini ternyata Bapak Edi merasa dikecewakan oleh seorang makelar 
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dimana motor yang ia beli mengalami kerusakan dibagian knalpot setelah 

dikonfirmasi kepada makelar ternyata makelar mengelak bawasanya knalpot 

tersebut baik-baik saja sebelum dijual ke Bapak Edi.   

Selanjutnya kasus yang dialami Ibu Sulasti beliau membelikan motor 

tersebut untuk anaknya setelah dicek oleh anak Ibu Sulastri yaitu ternyata 

onderdil dari motor tersebut sudah diganti atau sudah tidak asli bawaan dari 

motor tersebut sebelumnya makelar mengatakan bahwa mesin motor tersebut 

masih original, kemudian Ibu Sulastri mengkonfirmasi kepada seorang 

makelar ternyata jawabanya tidak sesuai dengan yang Ibu Sulastri inginkan 

dengan berat hati beliau mengiklaskan.
81

Banyak dari penjual dan pembeli 

ketika tidak menggunakan jasa dari seorang makelar, dalam mencari motor 

bekas merasa kesulitan, baik masalah harga, kualitas barang (motor bekas), 

lebih-lebih jenis dari barang yang akan di beli dikarenakan belum paham 

dengan situasi dan kondisi pasar.  

Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan memang 

diperlukan menggunakan jasa makelar agar dapat meminimalisir resiko. 

C. Analisis Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Presfektif 

Hukum Ekonomi Syariah 

 

Dalam jual beli, ada kalanya penjual dan pembeli kesulitan dalam 

menjual atau memasarkan barang mereka. Mereka kerap kali kesulitan dalam 

memasarkan atau mencari barang. Untuk memudahkan kesulitan yang 

dihadapi, muncul orang-orang yang menawarkan jasanya sebagai perantara 

perdagangan atau yang lebih dikenal dengan makelar. Kedudukan seorang 
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makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang 

kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap 

orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang 

terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 

disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain 

untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah 

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan 

itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
82

Menurut ulama 

Malikiyah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: “Sesungguhnya Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.
83

 

Desa jojog yang terdapat di kabupaten lampung timur ini merupakan 

salah satu kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan memiliki 

penduduk yang padat. Di tengah pesatnya penjualan sepeda motor, banyak 

warga jojog maupun warga lampung timur yang membeli motor bekas dengan 
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bantuan makelar karena keterbatasan kemampuan warga masyarakat dalam 

mencari motor bekas yang sesuai dengan keinginan.
84

 

Sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dapat 

dikatakan bahwa jual beli dengan menggunakan jasa perantara atau makelar 

diperbolehkan oleh syariat. Namun apabila dalam akad dan transaksinya 

bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi 

dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara. Kaitannya dengan 

Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas ialah bahwa makelar dalam 

melakukan jual beli tidak mengikuti ketentuan Hukum Ekonomi Syariah 

sehingga tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat penipuan dan 

kecurangan serta saling menjatuhkan. Dalam jual beli menurut Hukum 

Ekonomi Syariah harus memiliki prinsip kerelaan, prinsip keadilan, prinsip 

kejujuran, prinsip keridhaan, prinsip tolong menolong, prinsip bermanfaat dan 

prinsip tidak terlarang. Pada praktiknya makelar tidak bersikap jujur dalam 

melakukan jual beli yaitu menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan 

penjual dan menutupi cacat barang sehingga merugikan pihak pembeli. Hal 

yang menjadi penyebabkan makelar tidak diperbolehkan dalam Islam jika 

pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman 

terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan 

harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang 

memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.
85

Selanjutnya mengenai 

rukun dan syarat jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, 
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adanya barang yang diperjualbelikan, penjual dan pembeli, uang atau harga 

barang (nilai tukar barang), ijab dan qabul (akad). Ayat Al-Qur‟an yang 

mengatakan bahwa syarat dan rukun harus dilakukan dengan jalan atau aturan 

yang jelas. Berakal, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan 

sehat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 5: “mereka Itulah yang tetap 

mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang 

beruntung.”   

Dapat dianalisis menurut hukum ekonomi syariah bahwa Praktik di 

Lapangan bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. Wakalah 

sendiri  yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan 

sesuatu atau disebut perwalian dia hanya menjadi wakil dalam melakukan 

transaksi, bila yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika 

akad, maka penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan 

dalam melakukan jual beli, serta dalam hal ini makelar telah 

menyalahgunakan kendalinya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam karena 

dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli 

yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati 

dengan pemilik barang, dan menutupi cacat barang maupun kerusakan yang 

terjadi dalam motor bekas, seharusnya kejujuranlah salah satu hal yang 

terpenting dalam bermuamalah dan tanggungjawab menjadi landasan utama 

supaya menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan serta pengguna jasa 

tidak dirugikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdaskan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

bab IV maka diambil kesimpulan bahwa Praktik Makelar Dalam Jual Beli 

Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas 

Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 

belum terlaksana dengan baik. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan 

disebut  Wakalah. Tidak sesuai dengan prinsip islam karena dalam 

menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu 

menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati,  

menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas. 

Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi islam dan bertentanagan 

dengan akad ijarah , syarat-syarat makelar , prinsip-prinsip makelar, Al-Quran 

dan Sunnah. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis 

adalah seorang makelar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran 

islam dan dapat mengaplikasikan prinsip - prinsip syariah dengan tujuan 

hukum islam terhadap jual beli agar mendapatkan keberkahan.  
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Dan konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan 

tanggung jawab makelar, sehingga dapat terlaksana sebagimana mestinya 

dalam rangka melaksanakan rukun dan syarat jual beli yaitu adanya unsur 

kerelaan dan tidak merugiakan para pihak. 
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Foto 6. Wawancara dengan Bapak Dedi selaku Makelar 
 



 

 

 
 

Foto 7. Wawancara dengan Bapak Parjo selaku Makelar 
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